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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kedudukan Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (2) Kewenangan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan terhadap 

pelanggaran HAM berat. Metode penelitian: jenis penelitian hukum normatif 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Hasil penelitian: (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai 

lembaga negara independen kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan ada 

pada lembaga negara pembentuknya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan 

Rakyat (2) Dalam melaksanakan fungsi pemantauan, Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap 

pelanggaran HAM berat, dimana pada umumnya kewenangan melakukan 

penyelidikan dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia. 

Kata Kunci: Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Struktur 

Ketatanegaraan Indonesia 

 

A JURIDICAL STUDY ON POSITION OF THE NATIONAL 

COMMISSION OF HUMAN RIGHTS IN THE CONSTITUTIONAL 

STRUCTURE OF INDONESIA 

ABSTRACT 

This research aimed to find out (1) the position of The National Commission of 

Human Rights in the constitutional structure of Indonesia (2) an authority of The 

National Commission of Human Rights to do an investigation about gross 

violation of human rights. Research method: uses normative by using statute 

approach and conceptual approach. The result of research: (1) The National 

Commission of Human Rights as an independent regulatory agency and the 

position of The National Commission of Human Rights in the constitutional 

structure of Indonesia is on its initiator, i.e. the President and the House of 

Representatives (2) In the implementation of monitoring fuction, The National 

Commission of Human Rights has an authority to do an investigation about gross 

violation of human rights, the authority of which is generally assumed by the 

Indonesian Police. 

Keywords: Position of The National Commission of Human Rights, The 

Constitutional Structure Of Indonesia 
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I. PENDAHULUAN 

 

Indonesia memiliki konsepsi HAM yang sesuai dengan corak hidupnya 

sendiri. Dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terlihat 

kesungguhan dalam memberikan perlindungan terhadap HAM bagi masyarakat 

sebagaimana terlihat dalam pasal-pasal mengenai HAM yaitu dalam BAB X Pasal 

28A sampai dengan Pasal 28J.
1
 Hak asasi manusia yang selanjutnya disebut 

dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 

Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia telah sering kali dilanggar. 

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, 

kesengsaraan, dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil 

dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, 

golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya.
2
 Perilaku tidak adil dan 

diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM dan tidak sedikit 

yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross 

violation of human rights). 

Karena banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, maka banyak pula 

tekanan-tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar ada 

                                                 
1
 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta, 2013, hlm. 43. 
2
 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Yogyakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 245-246. 
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perlindungan HAM di Indonesia.  Atas dasar perintah konstitusi dan amanat 

Ketetapan MPR, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam 

Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembentukan Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri di bidang penegakan HAM. 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: 

“Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas 

HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan 

lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.” 

 

Melihat bunyi pasal tersebut yang menyatakan bahwa Komnas HAM merupakan 

lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara 

lainnya, maka telihat ketidakjelasan makna dari kata “lembaga negara lainnya”. 

Hal tersebut mengakibatkan multitafsir karena tidak jelas yang dimaksud dengan 

lembaga negara lainnya tersebut adalah lembaga negara yang mana, mengingat 

teori lembaga negara maka ada terdapat beberapa jenis golongan lembaga negara. 

Selain itu, di dalam melaksanakan tugasnya, Komnas HAM memiliki 

fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, 

investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan HAM. Dimana dalam 

menjalankan fungsi tersebut khususnya dalam fungsi pemantauan Komnas HAM 

memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM 

berat, dimana pada umumnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dimiliki 

oleh kepolisian. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan Komnas HAM di dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia? (2) Bagaimana wewenang Komnas HAM dalam 

melakukan penyelidikan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemantauan? 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan meningkatkan pemahaman secara jelas, sistematis, dan terperinci mengenai: 

(1) kedudukan Komnas HAM dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (2) 

wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi pemantauan. 

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah, secara 

teoritis sebagai informasi tambahan dalam mengetahui kedudukan Komnas HAM 

dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia dan wewenang Komnas HAM terkait 

fungsi pemantauan dalam melakukan penyelidikan, serta secara praktis sebagai 

salah satu sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi para 

akademisi dan peneliti hukum dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah 

khususnya instansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih 

baik kedepannya berkaitan dengan HAM  maupun Komnas HAM. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun 

bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder dengan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan 

serta alat analisis digunakan dengan metode interprestasi dan penggunaan asas 

hukum. 
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II. PEMBAHASAN 

Kedudukan Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia 

Salah satu wajah ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 adalah lahirnya Komisi Negara Independen (independent 

agencies) maupun lembaga struktural lainnya, serta komisi eksekutif (executive 

branch agencies). Tidak sedikit pembuatan Undang-Undang yang mewujudkan 

komisi negara baru, seperti contohnya dalam hal ini yaitu Komnas HAM. 

Lembaga-lembaga negara independen tersebut merupakan bentuk 

eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation) yang dapat berupa 

dewan (council), komisi (commision), komite (committee), atau badan (board). 

Lembaga-lembaga baru tersebut bisa disebut sebagai state auxiliary organs atau 

auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara 

lembaga-lembaga independen itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai 

regulatory agencies, independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang 

menjalankan fungsi campuran (mix function). 

Pembahasan mengenai pola hubungan antar lembaga negara perlu 

dilakukan, untuk paling tidak menjelaskan dan memposisikan letak komisi negara 

independen dalam hal ini Komnas HAM pada struktur ataupun sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Berikut 

skema kelembagaan organisasi negara yang diperkenalkan oleh Sekretariat 

Jenderal MPR RI, yang lazimnya dikenal dan dipublikasikan secara luas.
3
 

                                                 
3
 Gunawan A. Tauda, “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur 

Ketatanegaraan”, Jurnal Alumni Magister Ilmu Hukum UGM, Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2 

Juli 2011, hlm. 178. 
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Pola Hubungan Antar Lembaga Negara (Versi MPR RI) 

 

 

 

Keterangan: 

 

Komisi Negara Independen seperti Komisi Pemilihan Umum dan Komisi 

Yudisial (constitutional organ) serta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (constitutional importance) idealnya berkedudukan 

sederajat atau paling kurang sejajar (tidak sepenuhnya terletak di bawah) dengan 

DPR, Presiden, MA dan MK, serta tetap memiliki garis vertikal lurus pada 

konstitusi, karena memiliki kewenangan yang bersumber pada UUD NRI Tahun 

1945 dan tidak dikendalikan oleh tiga cabang kekuasaan asli (independen). 

Apabila melihat letak seluruh komisi negara independen yang berada di 

bawah DPD, MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA dan BPK 

(lembaga tinggi negara), maka tampak jelas lembaga negara ini diposisikan 

sebagai state auxiliary organ maupun lembaga negara saja oleh pembentuk 



vi 

 

Konstitusi dan Undang-Undang. Dengan demikian, saat ini kedudukan komisi 

negara independen pada struktur ketatanegaraan masih diposisikan di bawah 

lembaga tinggi negara, dan sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang.  

Terkait dengan Komnas HAM, jika dilihat dari segi teori tentang lembaga 

negara serta bagan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikatakan bahwa 

Komnas HAM tergolong dalam lembaga negara bantu (state auxiliary organ) 

yang berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. Komnas HAM termasuk 

pada lembaga negara lapis kedua yang pembentukannya berdasarkan Undang-

Undang dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya (lembaga 

negara bantu lainnya). Kedudukan Komnas HAM sebagai komisi negara 

independen pada struktur ketatanegaraan masih diposisikan di bawah lembaga 

tinggi negara. 

Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen, memiliki 

landasan hukum Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan 

bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada awalnya, Komnas HAM 

dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia dan kemudian dipertegas dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berikut tabel gambaran hubungan Komnas 

HAM dengan lembaga pembentuknya, yaitu Presiden dan DPR. 
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Hubungan Komnas HAM dengan Lembaga Pembentuknya 

(Presiden dan DPR) 

 

Lembaga Negara Sudut pandang Keterangan 

Presiden Bentuk hukum yang 

mendasarinya 

Komnas HAM merupakan 

lembaga bentukan Presiden 

berdasarkan Keppres Nomor 50 

Tahun 1993 

Pemilihan Anggota Anggota Komnas HAM 

diresmikan oleh Presiden (Pasal 

83 Ayat (1)) 

Pertanggungjawabannya Komnas HAM harus melaporkan 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya kepada Presiden 

Fungsi yang Dijalankan Penyampaian rekomendasi atas 

suatu kasus pelanggaran HAM 

kepada pemerintah (Presiden) 

DPR Undang-Undang 

Pembentukannya 

Komnas HAM mendapat peran 

atau fungsi yang diberikan oleh 

produk legislatif (DPR) yaitu 

Undang-Undang 

Pemilihan Anggota Pemilihan Anggota Komnas 

HAM dilakukan oleh DPR 

Pertanggungjawabannya Komnas HAM harus melaporkan 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya kepada Presiden 

Fungsi yang Dijalankan Penyampaian rekomendasi atas 

suatu kasus pelanggaran HAM 

kepada DPR 

 

Kedudukan selalu berkaitan dengan posisi dalam suatu sistem yang 

biasanya menunjuk pada tempat-tempat vertikal. Setidaknya itu yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam konsepnya tentang kedudukan.
4
 

Dalam bagan struktur kelembagaan negara yang telah penulis sampaikan 

sebelumnya maka belum tampak kedudukan Komnas HAM secara vertikal ada 

                                                 
4
 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Jakarta: Alumni, 

1983, hlm. 48. 
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pada lembaga yang mana. Penulis mencoba mendiskripsikan  kedudukan Komnas 

HAM dari beberapa sudut bentuk hukum yang mendasarinya. 

Pertama, dari sudut pandang Keppres No 50 Tahun 1993 dimana Komnas 

HAM merupakan lembaga bentukan Presiden. Konsekuensinya, Komnas HAM 

secara vertikal ada pada lembaga yang membentuknya. Dengan demikian dalam 

bekerjanya dan pertanggungjawabannya Komnas HAM melakukan hal itu di 

bawah pengawasan Presiden. 

Kedua, dari sudut undang-undang pembentukannya. Oleh karena Komnas 

HAM mendapat peran atau fungsi yang diberikan oleh produk legislatif yaitu 

undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM, maka Komnas HAM harus menjalankan perintah undang-undang. Tugas 

untuk menjalankan peran sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang 

diawasi oleh DPR, sehingga secara vertikal posisi Komnas HAM berada pada 

lembaga yang mengeluarkan undang-undang. Mengingat undang-undang di 

Indonesia dibuat oleh DPR bersama Presiden maka ada dua lembaga yang secara 

tidak langsung mengawasi Komnas HAM yaitu Presiden dan DPR. 

Selain itu dilihat dari sudut pertanggungjawabannya, menurut Pasal 97 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM harus melaporkan 

pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya kepada DPR dan Presiden dengan 

tembusan kepada Mahkamah Agung. Maka ada dua lembaga yang secara 

langsung berkompeten dalam soal pertanggungjawaban Komnas HAM yaitu DPR 

dan Presiden. Dengan demikian, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 
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menjadikan dualisme posisi vertikal Komnas HAM. Pertama jika melihat Pasal 1 

Angka 7 maka posisi vertikal Komnas HAM sejajar dengan lembaga negara 

lainnya. Sedangkan diiihat dari prosedur pemiiihan anggota (Pasal 83 Ayat (1)) 

dan pertanggungjawabannya (Pasal 97) maka posisi vertikal Komnas HAM ada 

pada dua lembaga yaitu DPR dan Presiden. Setidaknya ini dilihat dari bentuk 

hukum yang mendasari Komnas HAM. 

Sehingga melalui Undang-Undang HAM ini dapat diketahui bahwa 

kedudukan Komnas HAM adalah sebagai lembaga independen yang membantu 

pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia, maka kedudukannya (status) dalam struktur ketatanegaraan 

berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR.
5
 

Sementara itu, dilihat dari fungsi lain yang dijalankannya, Komnas HAM 

bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan 

Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, 

bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam 

masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat 

Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Dari 

fungsi tersebut Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi pengadilan (semi 

judicial) sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. 

Penentuan kedudukan Komnas HAM dalam struktur ketatanegaraan 

Indonesia berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas menunjukkan posisi 

yang beragam. Berdasarkan hukum yang membentuknya, posisi Komnas HAM, 

                                                 
5
 Ni’matul Huda, Op.cit., hlm. 251. 
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pertama berada di bawah lembaga kepresidenan, kedua berada setingkat dengan 

lembaga negara lainnya (lembaga negara bantu lainnya) dan ketiga ada di bawah 

lembaga legislatif (DPR). Kemudian berdasarkan fungsi mediasi dan 

penyelidikan, posisi Komnas HAM berada pada lingkaran struktur lembaga 

peradilan.
6
 

Wewenang Komnas HAM dalam Melakukan Penyelidikan Berkaitan dengan 

Pelaksanaan Fungsi Pemantauan 

Aturan baku dalam KUHAP mengenai penyelidikan dan penyidikan 

merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 Angka 5 

menyatakan bahwa: 

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”. 

 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 

5 menyebutkan penyelidikan sebagai: 

“serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada 

tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.  

  

Definisi tersebut merupakan adaptasi dari Pasal 1 Angka 5 KUHAP. 

Sasaran tindakan yang dinamakan “penyelidikan” adalah sama, yakni 

“peristiwa”.
7
 Sehingga jika kedua pasal tersebut dibandingkan maka tidak terdapat 

perbedaan mengenai maksud dan tujuan dari penyelidikan, yakni untuk 

                                                 
6
 Sri Hastuti Puspitasari, Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam 

Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 21, September 2002, hlm. 116. 
7
 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Op.cit., hlm. 

65. 
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menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya “peristiwa”. Namun 

dalam hal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kewenangan untuk melakukan 

penyelidikan di atas disimpangi karena kewenangan tersebut dimiliki atau 

diberikan kepada Komnas HAM. 

Kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap 

pelanggaran HAM berat didasarkan atas ketentuan Pasal 89 Ayat (3) huruf b 

Undang-Undang HAM dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM. 

Komnas HAM sebagai penyelidik dalam hal melakukan penyelidikan dapat 

membentuk Tim Ad Hoc melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM 

berdasarkan keputusan rapat Sidang Paripurna Komnas HAM.
8
 Tim Ad Hoc 

terdiri dari unsur Komnas HAM dan unsur masyarakat.  

Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan pada adanya 

peristiwa yang timbul di dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan lingkupnya 

patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Penyelidikan dapat dilakukan baik atas 

laporan dan pengaduan dari masyarakat maupun atas inisiatif Komnas HAM. 

Hasil pemantauan yang dilakukan Komnas HAM terhadap suatu peristiwa yang 

disimpulkan adanya indikasi kuat sebagai pelanggaran HAM menjadi dasar bagi 

Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro yustisia. 

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan (Pasal 19 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000) dalam lingkup pro yustisia berwenang untuk:
9
 

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan 

2. Menerima laporan dan pengaduan 

3. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan 

                                                 
8
 Ibid, hlm. 131. 

9
 Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001,  hlm. 84-86. 
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4. Memanggil saksi 

5. Meninjau tempat kejadian 

6. Memanggil pihak terkait 

7. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a) 

pemeriksaan surat; b) penggeledahan dan penyitaan; c) pemeriksaan 

setempat terhadap rumah, pekarangan; bangunan, dan tempat-tempat 

lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; d) mendatangkan ahli 

dalam hubungan penyelidikan. 

Yang dimaksud dengan perintah penyidik, adalah perintah tertulis yang 

dikeluarkan atas permintaan penyelidik. Untuk itu penyidik segera 

mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan tersebut. 

 

Sebagai bukti dimulainya penyelidikan atas suatu peristiwa yang diduga 

merupakan pelanggaran HAM yang berat, maka penyelidik memberitahukan hal 

itu kepada penyidik. Apabila Komnas HAM selaku penyelidik berpendapat bukti 

permulaan cukup, yaitu bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana 

pelanggaran HAM yang berat dan seseorang karena perbuatannya atau 

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelakunya, 

selanjutnya kesimpulan dari hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. 

Karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah lex specialis, 

berdasarkan pertimbangan dan dengan maksud khusus pula, penyelidikan dan 

penyidikan dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, dimana penyelidikan tidak 

dapat dipandang sebagai subsistem penyidikan. Komnas HAM hanya berwenang 

dalam hal melakukan penyelidikan sementara penyidikan dilakukan oleh Jaksa 

Agung.  UU Pengadilan HAM tidak memberi kewenangan kepada Komnas HAM 

sebagai penyelidik untuk melakukan pemanggilan paksa. Kewenangan Komnas 

HAM untuk melakukan pemanggilan paksa diberikan oleh UU HAM namun 

dalam rangka pemantauan, dan bukan dalam rangka penyelidikan proyustisia 

menurut UU Pengadilan HAM. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

 Kedudukan (status) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

dalam struktur ketatanegaaran Indonesia berada dalam lembaga yang 

membentuknya yakni Presiden dan DPR karena dalam pelaksanaan fungsi, tugas 

dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan 

DPR. Dan kedudukan Komnas HAM sebagai komisi negara independen dalam 

struktur ketatanegaraaan Republik Indonesia masih diposisikan di bawah lembaga 

tinggi negara sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang. 

 Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan 

terhadap pelanggaran HAM yang berat dalam melaksanaan fungsi pemantauan. 

Hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari segi hukum pidana formil, 

karena kewenangan untuk melakukan penyelidikan pada umumnya dimiliki oleh 

Kepolisian Republik Indonesia namun terkait tindakan pelanggaran HAM berat, 

wewenang melakukan penyelidikan diberikan kepada Komnas HAM. Komnas 

HAM hanya diberikan wewenang dalam hal melakukan penyelidikan, sementara 

penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. 

Saran 

 Komnas HAM perlu semakin dipertegas kedudukannya dan diperkuat 

kewenangannya melalui pembentukan Undang-Undang tersendiri yang khusus 

mengatur tentang Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang pemajuan dan 

penegakan HAM, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 

telah dibuatkan Undang-Undang tersendiri. Dengan demikian, usul yang akan 
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diajukan dapat berbentuk (i) RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia; atau (ii) RUU yang bersifat baru sama sekali; atau (iii) RUU 

khusus tentang Komnas HAM. 

 Selain itu perlu dirancang Undang-Undang yang mengatur secara 

komperehensif mengenai (i) hukum materil hak asasi manusia; (ii) hukum acara 

perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan (iii) sistem kelembagaan 

negara yang menegakkan hak asasi manusia, baik yang berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan oleh Komnas HAM, penuntutan oleh kejaksaan, 

maupun proses peradilannya di Pengadilan Negeri atau pun di pengadilan khusus 

hak asasi manusia. 
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